
Menimbang: a.

Mengingat : 1.

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR:7 TAHUN2O?A

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS
BIDANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BI SMI LLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan
tugas Aparatur Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pemerintah
oleh Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ), perlu
dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan
dengan berpecioman pada petunjuk dan peraturan perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5l ayat (4) peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2alg rentang pengeloraan
Keuangan Daerah, Analisis standar belanja dan standar teknis
belanja daerah dan standar harga satuan regional ditetapkan
dengan perkada;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diqnaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan'Bupati
tentang standar Biaya Khusus Bidang Pengadaan Barang /Jasa
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten pidie.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi sumatera utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor fi92);
Undang-Undang Nomor 28 ?ahun tggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas, Korusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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3. undang-undang Nomor 1T Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Ta,mbaha,n Lembaran Nega_ra Republik Indonesia
Nomor a286);

4. undang-undang Nomor 1 Tahun zao4 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran i.iegara Repubiik Indonesia Tahun 2aa4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

5, undang-undang Nomor 33 Tahun 2oa4 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Fusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3S);

6. undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan
Aceh (L,embaran Nega-ra Repr-rblik Inei_onesia_ Ta-hr_rn 2ao6 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6$);

7. undang-undang i,iomor 23 Tahun zo14 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2al4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaii teraichir
dengan undang-undang Nomor g rahun 201s tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 2s rahun 2ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reputriik
Indonesia Tahun 201s Nomor s8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56T9l;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun zafi tentang Hak
Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 1O6);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun zaLg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Zaw Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 65221;

10. Peraturan Menteri Dalam iriegeri i{omor 1s rahun 2aa6 ieniang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam
itlegeri Nomoi: 21 Tahun 2aii tentang Ferubahan Kedua aias
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeioiaan Keuangan Daerah;

ll-Peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan
Republik Indonesia Nomor 22 /pRT /M/ZO1g
Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
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12. Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nor:nor 33
Tahun 2Al9 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran
Penda,patan dan Belanja Daera,h Tahun Anggaran 2A2A {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
78/PIviK.A2l2AB teniang Stanciar tsiaya tuiasukan Tahun
Anggaran 2A2A {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2olg
Nomor 5671;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG STANDAR BIAYA
KHUSUS BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

standar Biaya Khusus Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
adalah satuan biaya tertinggi yang digunakan sebagai komponen
biaya yang dibayarkan secara lumpsum kepada aparatur pelaksana
pengadaan barang/jasa pemerintah, dan unsur sumber daya manusia
pengadaan barang/jasa yang berkedudukan di Unit Keda Pengadaan
Barang/Jasa (UKPBJ).

BAB II
STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

Standarisasi biaya khusus sebagaimana dimaksud da-lam pasal 1

adaiah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standarisasi biaya khusus digunakan sebagai pedoman -bagi

organisasi Perangkat Daerah {oPD} di Sekretariat Daerah Kabupaten
Pidie Bagian Layanan Pengadaan yang menjadi unit Kerja pengadaan
BaranglJasa Pemerintah iUKPBJ).
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, besaran Honorarium
Perangkat unit Layanan Pengadaan (ul,p) dan Layanan pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) dalam Peraturan Bupati pidie Nomor 39
Tahun 2olg Tentang standar Biaya Pemerintah Kabupaten pidie
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pidie.

Ditetapkan : di Sigli
trada tanggal: VoJan:uar! 2A2O M

F Jumadii Akhir l44i H

\Purn IE,?

Diundangkan :

Pada tanggal :

di Sigli
70 Januari

iDH

BERITA DAERAH KAB PIDIE TAHUN 2O2O NOMOR 5

5 Jumaciil Akhir L44l H


